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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan sebuah lembaga hukum yang dibentuk guna 

menunjang peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan 

pembangunan nasional, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf 

hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut sesuai bunyi Pasal 4 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar system 

keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya 

lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala 

menjangkau antar negara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era 

globalisasi. Dikatakan sebagai sumbu tempat berputar sistem keuangan karena 

bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang 

dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; 

baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta.1 

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara membutuhkan program 

yang terencana dan terarah dalam rangka upaya peningkatan pertumbuhan 

                                                 
1 Arrasjid, Chainur, Hukum Pidana Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1-2. 
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ekonomi dan mewujudkan ekonomi yang kreatif dan berkeadilan berdasarkan 

Pancasila serta UUD 1945. Maka dari itu diperlukannya suatu kebijakan 

dibidang ekonomi secara khusus dibidang perbankan yang dapat memperbaiki 

serta memperkokoh perekonomian suatu negara tersebut.  

Indonesia yang merupakan negara hukum tentu saja mempunyai 

landasan yuridis dalam sektor perbankan yang juga menjadi bagian dari 

bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, 

menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut 

disahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan sebagai 

lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan 

penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis 

terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terdapat pada 

tujuan perbankan sendiri yakni untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas 

ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak.  

Di era globalisasi saat ini, kejahatan dalam dunia perbankan, banyak 

ditemui kasus yang beragam dengan modus kejahatan yang baru. Namun 

kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan 

memperkaya diri dan/atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa 

memperhatikan  kepentingan   dan  hak-hak  orang  banyak.2  Undang-Undang  

                                                 
2 Paparang, Fatmah, “Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. III, No. 9, Agustus 2016, hlm. 12. 
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No. 10l Tahun 1998l tentang Perubahanl atas lUndang-Undang No. 7l Tahun 

1992l tentang Perbankanl mengenal beberapa jenis tindak pidanal perbankan 

yaitu tindakl pidana yangl berkaitan denganl perizinan, rahasia lbank, dengan 

pengawasanl dan pembinaan bank, usaha bankl dan pihak terafiliasi. 

Tindakl pidana dil bidang perbankanl saat ini cenderung semakinl 

meningkat, khususnyal yang berkaitanl dengan perizinanl yaitu dengan sengajal 

melakukan kegiatanl menghimpun danal dari lmasyarakat, baik yangl dilakukan 

olehl bank sendiril maupun llembaga-lembaga keuanganl lainnya yangl bukan 

bankl yang tanpal izin daril pihak yangl berwenang. Dilainl pihak penghimpunanl 

dana masyarakatl sangat dibutuhkanl sebagai salahl satu sumberl pembiayaan 

lpembangunan. Semakin banyaknya kejahatan perbankanl dengan bermodusl 

investasi denganl memberikan jaminanl dan keuntunganl yang besarl untuk 

menjebakl nasabah untukl mau danl terus menyetorkanl modal lsebanyak-

banyaknya. Modusl operandi yangl sering ditemuil dalam lkasus-kasus yangl 

telah terungkapl biasanya sejenisl penipuan danl berkombinasi denganl 

penggelapan, sepertil mengajak orangl sekitarnya untukl melakukan sejenisl 

investasi yangl bermodus multil level lmarketing.  

Sebagail upaya lpreventif, maka sangatl diperlukan pengawasanl oleh 

lembagal negara untukl mencegah terjadinyal tindak pidanal perbankan. 

Lahirnyal Otoritas Jasal Keuangan (selanjutnyal disebut lOJK) menjadi babakl 

baru dalaml mewujudkan upayal preventif ltersebut. Hal inil karena fungsil 

pengawasan yangl telah beralihl dari Bankl Indonesia kel OJK sebagail lembaga 

keuanganl yang independenl yang telahl diatur dalaml Pasal 34l ayat (1) lUndang-
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Undang lNo. 3 Tahunl 2004 tentangl Perubahan Atasl Undang-Undangl No. 23l 

Tahun 1999l tentang Bankl Indonesia danl Pasal 69l ayat (1) hurufl b Undang- 

Undangl No. 21l Tahun 2011l tentang Otoritasl Jasa lKeuangan. 

OJKl adalahl lembaga tunggall yang mengawasil semua lembagal di 

sektorl jasa keuanganl di lIndonesia, diantaranya yaitul pasar lmodal, industri 

lperbankan, asuransi, lreksadana, dana lpensiun, dan perusahaanl pembiayaan, 

yangl telah terbentukl pada tahunl 2010.3 Sebagail suatu lembagal pengawas 

dalaml sektor jasal keuangan dil Indonesia, makal perlunya perhatianl yang besarl 

kepada OJKl dan dukunganl atas kinerjal OJK dalaml pengawasannya kepadal 

lembaga sektorl jasa lkeuangan.4 Keberadaan OJKl ini sebagai suatul lembaga 

pengawas sektorl keuangan dil Indonesia perlul diperhatikan, sebab harusl 

dipersiapkan denganl baik segalal hal untukl mendukungnya. 

Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 

tentang Otoritasl Jasa lKeuangan, OJK mempunyai tujuanl agar keseluruhanl 

kegiatan dil sektor jasal keuangan terselenggaral secara lteratur, adil, transparanl 

dan akuntabell serta mampu mewujudkanl sistem keuanganl yang tumbuhl 

secara berkelanjutanl dan stabill dan mampul melindungi kepentinganl 

konsumen danl masyarakat. Lembagal Keuangan adalahl setiap perusahaanl 

yang bergerakl di bidang keuangan, menghimpunl dana, menyalurkanl dana 

                                                 
3 Amin, Zaidatul, Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari 

Pengalam di Negeri Lain, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012, hlm. 7 
4 Ibid, hlm 9. 
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ataul kedua-duanya.5 Sesuail  dengan  lajul  pertumbuhan ekonomil  dan  gerakl 

pembangunan lbangsa. 

Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan 

yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada 

masyarakat.6 Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan 

khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Tidakl dipungkiri 

akanl timbul persoalanl yang akanl merusak citral perbankan sebagail 

penghimpun danl pengelola danal masyarakat. Olehl karena perbuatanl oknum-

oknuml yang memanfaatkanl perkembangan IPTEKl dalam melakukanl 

kejahatan, sehingggal sangat berdampakl pada turunnyal kepercayaan 

masyarakatl terhadap sektorl perbankan. Meskipunl peran OJKl mengawasi 

llembaga-lembaga tersebutl tetapi masihl banyak ditemukanl pihak-pihakl yang 

melakukanl tindak pidanal yang bermodusl investasi denganl menghimpun danal 

tanpa lizin. Seperti yangl kasus yang akan di bahas pada penelitianl ini.  

Perkaral nomor 127/Pid.Sus/2020/PNl Slwl merupakan salahl satu kasusl 

terkait dengan perbuatan oknum-oknum yang menghimpun dan mengelola 

dana masyarakatl dalam bentukl simpanan tanpal izin usahal dari pimpinanl Bank 

lIndonesia. Pada mulanya terdakwa sebagai karyawan/pegawai PT Bank 

BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai Sales Marketing Officer, pada 

waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula pada hari Senin 

                                                 
5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, 

hlm. 2. 
6 Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2001, hlm. 2. 
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tanggal 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek Indriani melihat saksi 

Sdr. Dapan  selesai  mengambil uangnya di Kasir Bank BTPN, terdakwa 

kemudian mendekati saksi. Pada kesempatan itu terdakwa menawarkan 

kepada korban tentang Tabungan Berjangka yang dikelola oleh terdakwa, 

dimana apabila korban bersedia menabungkan uangnya sebesarl Rp. 

l17.000.000,- (tujuhl belas jutal rupiah) terdakwal menjanjikan akan 

memberikan bunga/keuntungan kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu 

juta rupiah) untuk tiap bulannya. 

Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan dibantu/dipermudah 

untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-

janji manis dari terdakwa. Korban Sdr. Dapan Bin Wasja tergiur untuk 

menabungkan uangnya dengan jenis Tabungan Berjangka kepada terdakwa 

Novaria Atiek Andriani. Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, 

korban Sdr. Dapan telah menderita kerugian sebesarl Rp. l137.000.000,- 

(seratusl tiga puluhl tujuh jutal rupiah). Disamping terdakwa telahl menerima 

dana dari korban Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menerima dana dari 

beberapa orang, antara lain terdakwa telah menerima dana dari Sdri. Tri 

Winarni Binti Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 yang 

mengakibatkan korban menderital kerugian sebesarl Rp.70.000. l000,- (tuju 

puluhl juta lrupiah). 

Berdasarkanl uraian di atas, meskipun peranl OJK mengawasil lembaga-

lembagal keuangan, namun masih banyakl ditemukan lpihak-pihak yangl 

melakukan tindakl pidana denganl menghimpun danal tanpa lizin. Terkait hal 
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tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan mengangkat 

judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam 

Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl uraianl latar belakangl yangl telahl uraikan di latas, makal 

penulis merumuskan permasalahan penelitianl sebagai lberikut: 

1. Bagaimanal kualifikasi tindakl pidana perbankanl tentang penghimpunanl 

dana masyarakat dalaml bentuk simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan 

Bankl Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan? 

2. Bagaimanal sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalaml 

bentuk simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan Bankl Indonesia padal 

putusanl nomor 127/Pid.Sus/2020/PNl Slw? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkanl rumusanl masalah dil latas, makal tujuan yangl hendakl 

dicapai dalaml penelitianl inil adalah: 

1. Untukl mendeskripsikanl kualifikasi tindakl pidana perbankanl tentang 

penghimpunanl dana masyarakat dalaml bentuk simpananl tanpa izinl usaha 

daril Pimpinan Bankl Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan. 

2. Untukl mengkaji sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat 

dalaml bentuk simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan Bankl Indonesia 

padal putusanl nomor 127/Pid.Sus/2020/PNl Slw. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasill penelitianl inil diharapkanl dapatl membawal manfaatl bagi paral 

pembacal danl kontribusi dil bidangl ilmul hukum baikl secaral teoritisl maupun 

lpraktis, sebagai berikut: 

1. Secaral teoritis, memberi pengetahuan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana 

dalam bidang perbankan dalam hal penghimpunanl dana dalaml bentuk 

simpananl tanpa izinl usaha daril pimpinan Bankl Indonesia. Hasill penelitian 

inil juga dapatl menjadi referensi atau landasan penelitianl selanjutnya. 

2. Secaral lpraktis, hasil penelitian memberikan jawaban rumusan penelitian 

dan diharapkan juga dapat memberikan pengetahuanl lebih tentangl hukum 

di lIndonesia, karena selamal ini masyarakatl cenderung tidakl peduli dengan 

perkembangan hukum. lSebenarnya, secara tidakl langsung masyarakatl 

awam yang lebih banyak ldirugikan, dengan adanyal penghimpunanl dana 

dalaml bentuk simpananl tanpa izinl usaha daril pimpinan Bankl Indonesia. 

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauanl pustaka merupakanl hasil penelitianl terdahulu yang masih 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Meskipun penelitianl inil 

sejenis, namun penelitianl ini berbedal dengan penelitian sebelumnya baikl 

dalam kajiannya maupunl objek yang dikaji. Berikutl penelitian terdahulul. 
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1. Faridahl (2018), “lJenis-Jenis Tindak Pidanal Perebankan dan Perbandinganl 

Undang-Undangl Perbankan”.7 Penelitian ini memfokuskan pada kajianl 

tentang ljenis-jenis tindakl pidana perbankanl dan perbandinganl antara 

lUndang-Undang  Perbankanl yang lamal dengan yangl baru. Hasill 

penelitian menyimpulkanl   bahwa  tindak   pidanal    perbankan   adalahl    

pelanggaran terhadapl ketentuan perbankanl yang diaturl dan diancaml 

dengan pidanal berdasarkan yang sudah di atur dalam Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah oleh 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Adapun jenis-

jenis tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut: (a) Tindakl pidana 

yangl berkaitan denganl perizinan, diaturl dalam Pasall 46; (b) Tindakl 

Pidana yangl berkaitan denganl rahasia lbank, diatur dalaml Pasal 47l ayat (1) 

ayatl (2) danl Pasal 47A; (c) Tindakl pidanal yangl berkaitan denganl 

pengawasanl danl pembinaan bankl diaturl dalam pasall 48l ayat (1) danl ayatl 

(2); danl (d) Tindakl pidanal yang berkaitanl denganl usahal bank diaturl 

dalam pasall 49l ayatl (1) hurufl la, b danl lc, ayatl (2) hurufl al danl b, Pasall 50l 

danl Pasal l50A. Dikeluarkannya Undang-Undangl Perbankan yangl baru 

terdapatl banyak perubahanl terutama menyangkutl ketentuan pidanal dan 

sanksil administratif terhadapl suatu perbuatanl melawan hukuml dalam 

dunial perbankan. lPerubahan-perubahan dalaml Bab VIIl Tentang 

Ketentuanl Pidana danl Sanksi Administratifl yang terdapatl dalam lUndang-

Undang No. 7 Tahunl 1992 terdapatl dalam Pasall 46 ayatl (1), Pasall 47, 

                                                 
7 Faridah, Hana, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perebankan dan Perbandingan Undang-
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Pasall 48, Pasall 49, Pasall 50, Pasall 51 ayatl (1) danl Pasal 52l undang-

undangl tersebut. 

2. Lestari (2021), “Kajian Tindakl Pidana Perbankanl terhadap Penghimpunanl 

Dana Masyarakatl Berdasarkan lUndang-Undang Nomorl 10 Tahunl 1998”.8 

Tujuanl  dilakukannya  penelitian l ini  adalahl untuk mengetahuil bagaimana  

lbentuk-bentuk tindakl pidana perbankanl berdasarkan lUndang-Undang 

Nomorl 10 Tahunl 1998 tentangl Perbankan, danl apakah tugasl dan 

wewenangl Otoritas Jasal Keuangan dalaml menangani tindakl pidana 

perbankanl di lIndonesia, di manal dengan menggunakanl metode penelitianl 

hukum normarif disimpulkanl bahwa penjelasanl tipibank dalaml Pasal 46l 

ayat (2) lUndang-Undang Perbankanl adalah pemberil perintah ldan/atau 

pihakl yang bertindakl sebagai pimpinanl pada badanl hukum yangl 

berbentuk Perseroanl Terbatas, lPerserikatan, Yayasan ataul Koperasi, untukl 

menghimpun danal dari lmasyarakat, dalam bentukl simpanan, danl tanpa 

izinl usaha daril Pimpinan Bankl Indonesia (saatl ini Pimpinanl OJK) sebagail 

Bank Umuml atau Bankl Perkreditan lRakyat. Terbentuknya OJKl di 

Indonesial didasari denganl suatu keinginanl dari pemerintahl untuk 

melakukanl regulasi dalaml hal pengawasanl di sektorl jasa keuanganl 

terutama dalaml sector perbankan yangl mulai lmelemah. Kedudukan OJKl 

yang menjadil lembaga independenl dan memilikil kewenangan yangl cukup 

luasl dan tegasl dalam pengawasanl perbankan. 

                                                                                                                                      
Undang Perbankan”, Jurnal Hukum Positium, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 106-125. 

8 Lestari, Astrid Jansye, “Kajian Tindak Pidana Perbankan terhadap Penghimpunan Dana 
Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Lex Crimen, Vol. VII, No. 3, 
Mei 2021, hlm. 41-51. 
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3. Rifqi (2021), Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kegiatan 

Perbankan dalam Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi.9 Kajian 

yuridis penelitian Rifqi untuk mengungkap bahwa implementasi tindak 

pidana terhadap penyimpanan kewenangan perbankan yang dalam putusan 

memberi  sanksi   pidana   kepada   pimpinan   koperasi   berupa  kurungan 

penjaral selama sebelasl tahun danl pidana tambahan berupa denda sepuluh 

miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 

selama enam bulan, dalam delik ekonomi vonis hakim yang lebih banyak 

daripada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam merugikan 

masyarakat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang termuat dalam 

Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Lembaga non-bank berupa koperasi 

dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat harus mendapatkan izin 

dari menteri koperasi yang usaha penyimpanan dan penggunaan dananya 

hanya terbatas pada anggotanya saja.  

4. Farchan dan Dewi (2019), “Kajianl Yuridis Tindakl Pidana terhadapl 

Perhimpunan Danal Masyarakat Berdasarkanl Undang-Undangl Perbankan 

dan Perbankan Syariah.10 Penelitian ini membahas bentuk-bentukl tindak 

pidanal perbankan berdasarkanl Undang-Undangl No. 10 tahunl 1998 

tentangl Perbankan danl tugas danl wewenang Otoritasl Jasa Keuanganl 

(OJK) dalam menanganil tindak pidanal perbankan dil Indonesia. 

                                                 
9 Rifqi, Muhammad Jazil, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan 

dalam Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi”, Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 
Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 1-23. 

10 Farchan, Achmad Abdullah & Dewi, Femala, “Kajianl Yuridis Tindakl Pidana terhadapl 
Perhimpunan Danal Masyarakat Berdasarkanl Undang-Undangl Perbankan dan Perbankan Syariah”, 
Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 133-146. 
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Terbentuknya OJK dil Indonesia didasari dengan suatul keinginan daril 

pemerintah untukl melakukan regulasil dalam hal pengawasan dil sektor 

jasal keuangan terutamal dalam sektor perbankanl yang mulai melemah. 

Dengan terbentukl dan berlakunyal Undang-Undang OJK telahl 

memberikan kepastianl hukum danl telah menjadil dasar hukuml bagi OJKl 

untuk melakukanl tugas daril lembaga ltersebut. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitianl penelitianl ini meerupakan penelitianl kepustakaanl 

(libraryl research), yaitul jenisl penelitianl yang dilakukanl denganl membacal 

buku-bukul ataul majalahl dan sumberl datal lainnyal untuk menghimpunl datal 

daril berbagai lliteratur, baikl perpustakaanl maupun dil ltempat-tempatl lain.11 

Penelitianl kepustakaan merupakan penelitianl yang menggunakanl data 

lsekunder, sumber datanyal dari penelusuran ldokumen, namun penelitian inil 

tidakl hanya kegiatanl membaca danl mencatat ldata-data yangl dikumpulkan. 

Tetapil lebih daril itu, penelitil harus mampul mengolah datal yang telahl 

terkumpul denganl tahap-tahapl penelitian kepustakaanl dan mengambill data 

baikl secara tertulisl untuk ldiuraikan, sehingga memperolehl gambaran sertal 

pemahaman yangl menyeluruh terkaitl permasalahan penelitian.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatanl penelitian menggunakanl metode yangl bersifat yuridisl 

normatif, atau disebut juga penelitian hukum dokrinal yaitu penelitian hukum 
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yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu yang berupa hukum positif 

dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam 

prakteknya. Penelitianl hukum normatifl meletakkan hukuml sebagai sebuahl 

bangunan sisteml norma yangl dibangun mengenail lasas-asas, lnorma, kaidahl 

daril peraturan-lperundangan, putusanl lpengadilan, peranjian, sertal ldoktrin.12  

Penelitianl hukum normatifl dilakukan denganl maksud untukl 

memberikan argumentasil hukuml sebagail dasar penentul apakahl suatul 

peristiwa telahl benarl ataul salah sertal bagaimanal sebaiknyal peristiwa itul 

menurutl lhukum.13 Metodel pendekatan yangl dipakai dalam penelitian inil 

adalah pendekatanl perundang-undanganl (statute lapproach) dan pendekatanl 

kasus. Pendekatanl perundang-undanganl adalah pendekatanl yang dilakukanl 

dengan menelaahl semua lundang-undang danl regulasi yangl bersangkutan 

denganl isu hukuml yang sedangl ditangani, sedangkanl pendekatan kasusl 

adalah pendekatanl yang dilakukanl dengan caral melakukan telaahl terhadap 

lkasus-kasus yangl berkaitan denganl isu yangl dihadapi yangl telah menjadil 

putusan pengadilanl yang telahl mempunyai kekuatanl hukum yangl tetap.14 

3. Sumberl Data 

Penelitianl inil menggunakanl pendekatan lnormatif, makal bahanl hukum 

yangl l digunakan  diperolehl  melaluil  penelusuranl bahan hukum sekunderl  

ataul studil pustaka. Sumberl datal yangl digunakan dalaml penelitianl 

                                                                                                                                      
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31. 
12 Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 33. 
13 Ibid., hlm. 36. 
14 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011, hlm. 24. 
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kepustakaanl ini antaral llain bukul-bukul teks, jurnall ilmiah, refrensil statistik, 

lhasil-hasil lpenelitian, dan linternet, serta lsumber-sumber lainnyal yang 

lrelevan.15 Sumber datal sekunder, meliputi bahan hukuml primer, bahanl hukum 

sekunderl dan bahan hukuml tertier. 

Bahan hukum primerl merupakan bahanl hukum yangl bersifat 

lautoritatif, artinya mempunyail otoritas. lBahan-bahan hukuml primer terdiril 

daril perundang-lundangan, lcatatan-catatanl resmi ataul risalahl dalaml 

pembuatan lperundang-undanganl danl putusan-putusanl hakim l yangl dalam 

penelitianl inil menggunakanl Putusan nomorl 127/Pid.Sus/2020/PN Slw. 

Adapunl bahan-bahanl sekunder berupal semua publikasil tentang hukuml yang 

bukanl dokumen-dokumenl resmi, publikasil tentang hukuml meliputi lbuku-

buku lteks, dan jurnal-jurnall hukum. Sedangkan bahan hukuml tersierl yaitu 

bahanl hukuml yang akanl melengkapil ataul menunjang bahanl hukuml primerl 

dan sekunderl seperti kamus hukuml dan bahanl dari internetl yang berkaitanl 

tindak pidanal perbankan.  

4. Metodel Pengumpulan Datal  

Metodel pengumpulanl datal yang digunakanl yaitu studil kepustakaan 

danl teknik dokumentasil dengan pengkajianl informasi tertulisl mengenai 

hukuml yang berasall dari berbagail sumber danl dipublikasikan secaral luas 

sertal dibutuhkan dalaml penelitian hukuml normatif, karenal sumber datal utama 

                                                 
15 Sanusi, Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 32. 



 

 

15

berupal data sekunderl atau data-datal tertulis. Studi kepustakaan ataul studi 

ldokumen, yaitu suatul alat pengumpulanl data dilakukanl melalui datal tertulis.16  

Studil pustakal merupakanl langkah awall dalaml metodel pengumpulan 

ldata, yangl diarahkanl kepada pencarianl datal danl informasi melaluil ldokumen-

ldokumen, baik dokumenl tertulis, lfoto-foto, lgambar, maupun dokumenl 

elektronik yangl dapat mendukungl dalam prosesl penulisan. Studil kepustakaan 

berkaitanl dengan kajianl teoritis danl referensi lainl yang berkaitanl dengan 

lnilai, budaya danl norma yangl berkembang padal situasi sosiall yang lditeliti. 

5. Metodel Analisis Datal  

Metodel analisisl yangl digunakan dalaml penelitianl inil yaitu melaluil 

pendekatanl analisisl kualitatif yaitul menguraikanl datal secara bermutul dalaml 

bentukl kalimat yangl lteratur, lruntun, logis, tidakl tumpangl ltindih, dan lselektif, 

sehinggal memudahkanl interpretasi datal danl pemahamanl hasil lanalisis.17 

Analisisl dilakukanl dengan mengadakanl pengamatan ldata-data yangl diperoleh 

danl menghubungkan ltiap-tiap datal yang diperolehl tersebut denganl ketentuan 

maupunl asas-asasl hukum yangl terkait denganl permasalahan yangl diteliti. 

Bahanl hukum yangl diperoleh akanl dianalisis menggunakanl analisis 

secaral kualitatif denganl cara menguraikanl data yangl diperoleh daril hasil 

penelitianl secara sistematisl guna memperolehl gambaran yangl jelas terkaitl 

permasalahan yangl sedang Penulisl teliti. Kemudianl data akanl disajikan secaral 

deskriptif untukl menjelaskan, lmenguraikan, dan menggambarkanl sesuai 

                                                 
16 lSoekanto, Soerjono, Pengantarl Penelitian lHukum, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 21. 
17 lMuhammad, Abdukadir, Hukuml dan Penelitianl Hukum, Citral Aditya lBakti, Bandung, 

2004, hlm. l127. 
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denganl permasalahan yangl erat kaitannyal dengan penelitianl ini, setelahl itu 

lkemudian Penulis menarikl kesimpulan denganl cara berpikirl induktif. 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematikal penulisanl penelitianl ini memberikanl gambaranl tentangl isi 

skripsil untukl lebihl memudahkan pembacal dalaml memahamil isi lskripsi. 

Berikutl sistematikal penulisan skripsil dalaml penelitianl ini. 

Babl I  lPendahuluan. Berisil tentangl latar lbelakang, rumusanl lmasalah, tujuan 

lpenelitian, manfaatl lpenelitian, tinjauan lpustaka, metodel penelitianl 

dan sistematikal lpenulisan. 

Babl II  Tinjauanl lKonseptual. Babl ini menguraikan teoril-teoril terkaitl dengan 

permasalahanl lpenelitian, meliputil tinjauan umuml tentang perbankan, 

tinjauanl umum tentangl tindak pidana perbankan, danl tinjauan umuml 

tentang pernghimpunan dana. 

Babl III  Hasill Penelitianl danl Pembahasan. Babl inil berisil hasil penelitianl danl 

pembahasanl tentang kualifikasi tindakl pidana perbankanl tentang 

penghimpunanl dana masyarakat dalaml bentuk simpananl tanpa izinl 

usaha daril Pimpinan Bankl Indonesia menurut Undang-Undang 

Perbankan dan sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana 

masyarakat dalaml bentuk simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan 

Bankl Indonesia padal putusanl nomor 127/Pid.Sus/2020/PNl Slw. 

Babl IVl lPenutup. Terdiri atasl simpulan terkaitl denganl hasil penelitianl danl 

saranl-saran daril penulis terkait dengan tindakl pidanal perbankan. 
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